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INTISARI 

Redistribusi tanah merupakan bagian dari pelaksanaan program landreform 
yang be;rtujuan untuk memperbaiki keadaan sosial . ekonomi rakyat dengan 
mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber kehidupan rakyat berupa 
tanab. Dalam pelaksanaan landreform pada asasnya pembiayaan ditanggJmg oleh 
masyarakat sendiri, yaitu para petani yang memperoleh pembagian tanah. Dengan 
semakin membailmya keadaan sosial ekonomi masyarakat dan keterbatasan 
kemampuan aoggaran tmtuk membiayai program landreform, maka pelaksanaan 
redistribusi tanah di Desa Cepoko dan Desa Mendiro diusahakan secara swadaya, 
yang dalam pelaksanammya masyarakat dilibatkan secara aktif, dan dalam 
pembiayaannya juga ditan,ggtmg sepenubnya oleh masyarakat penerima redistribusi 
tanah, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul •• EV ALUASI 
PEI.AKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA 
CEPOKO DAN DESA MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN 

NGAWf'. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripti£ 
Dalam penelitian ini diambil data primer yang diambil dari responden yaitu petani 
penerima redistribusi tanah dan data selamder yang diambil dari dokumtasi dan 
catatan-catatan. Dalam pengambilan data menggunakan telmik wawancara, studi 
kepustakaan, dokumentasi dan kuesioner. Untuk telmik pengmnpulan data dengan 
kuesioner, penyustm mengambil sampel sebanyak 60 buah. sampel dengan perincian 
43 sampel untuk Desa Cepoko dan 17 sampel untuk Desa Mendiro dan 
pengambilannya dilakukan ··· dengan metode acak. Analisa yang digunakan adalah 
analisa deski-ip� yaitu membandingkan pelaksanaan redistribusi tanah secara 
swadaya dengan ketentuan penmdangan yang berlaku, yaitu Peraturnn KBPN No. 
3/199ljo PMNA/KBPNNo. 2/1995. 

Hasil dari penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan redistribusi tanah secara 
swadaya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan kendala yang 
dijumpai adalah (a) kegiatan penataan penguasaan dan penggunaan tanah berupa 
adanya perbedaan peildapat masalah pembagian tanah antara pemerintah dengan 
petani penerima redistibusi (b) kegiatan musyawarah yaitu adanya dna kelompok 
masyarakat yaitu kelompok 902 dan kelompok 161 yang saling berbeda pendapat 
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A. La tar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pengertian tanah menurut Soerianegara (1978) dalam Herutomo 

Soemadi (1997:2) adalah bahwa tanah merupakan sumberdaya alam 

yang mempunyai peranan dalam berbagai segi kehidupan manusia, 

yaitu sebagai tempat _?an ruang untuk hidup dan untuk berusaha, untuk 

1Ilendukung vegetasi alam yang manfaatnya sangat diperlukan manusia 

da:n merupakan wadah bahan mineral, logam, bahan bakar fosil, dan 

sebagainya untuk keperluan manusia. 

Pengertian di atas memberi gambaran kepada kita betapa 

pentingnya tanah. Sebagai negara agraris, maka tanah mempunyai 

kedudukan yang sangat vital sebagai sumber kehidupan bagi bangsa 

Indonesia, sedangkan bagi petani merupakan modal dasar untuk 

mencukupi kebutuhannya. 

Untuk dapat mencukupi kebutuhannya, para petani sangat 

tergantung dari luas penguasaan pemilikan tanah. Kenyataannya atau 

keadaan yang kita lihat mengenai penguasaan pemilikan tanah adanya 

adanya ketimpangan penguasaan pemilikan tanah. Di satu sisi tanah 
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lain tanah yang sernpit eli kuasai oleh banyak orang. Dengan keadaan ini 

maka apa yang menjadi tujuan pembangunan yaitu masyarakat adil dan 

makmur, merata..materiil dan spirituil hingga saat ini belum ten::apai. 

Mengingat pentingnya tanah bagi masyaraka:t indonesia maka 

bmni, air dan kekayaan alam yang terl<andung eli dalamnya di kuasai 

olah negara dan dipergunakan tmtuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Lebih tegas lagi mengenai hak 

menguasai dari negara ini ten::ennin da1am pasa1 2 Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUP A) yang menegaskan bahwa negara yang eliberi hak 

menguasai :me:mptmyai kewenangan tmtuk: 

a Mengatur dan menyelenggarakan pe.n.mtukan, penggtm.a.an, 

persedi� dan perneliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 

b. Menentukan dan mengatur hubtmgan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air, dan n.t.ang angkasa 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubtmgan hukum antam 

orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi,air dan ruang 

angkasa 

I<husus untuk pengaturan penguasaan pemilikan tanah tercermin 

dalam pasal-pasalnya yaitu: 

L Pasal 7 UUP A : laran�an-laran�mn :rnen.�enai uemmasaan tanah vanv 
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2 Pasal V UUP A:- Ketentuan batas mininun:n penguasaan tanah 

- T anah-tanah kelebihan dari batas mininun:ndiambil 

oleh pemerintah kenutdian dibagikan kepada 

mkyat yang memerlukan tanah/ redistribusi tanah . 

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agmria ini 

masih merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang masih memerlukan 

pengaturan lebih 1anjut. Hal ini kemudian di jabarkan dengan di 

undangkannya UU No. 56/Plp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian. Penetapan ini di dasarl<an pada kepadatan penduduk suatu 

daernh :masing-�g. Di samping penetapan luas maksinuun di atur 

juga penetapan luas mininun:n pemilikan tanah pertanian . Hal ini di 

maksudkan agar ten:apai pendistribusian tanah yang merata. 

Untuk mewujudkan keadaan di atas maka pemerintah 

melaksanakan program redistribusi tanah yang di atur menmut PP No. 

224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian T anah dan Pemberian 

Ganti Kemgian. Redistribusi tanah ini merupakan bagian dari 

pelaksanaan program landreform yang bertujuan untuk rnemperbaiki 

keadaan sosial ekonomi rakyat dengan mengadakan pembagian yang 
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azasnya pernbiayaannya haruslah di tanggnng oleh masyarakat sendiri, 

yaitu para petani yang memperoleh pembagian tanah. Redistribusi 

tanah-tanah obyek landrefonn terns di tingkatkan pelaksanaannya baik 

oleh pe:meri.ntah melalui proyek redistribusi tanah obyek landrefonn 

mauptm. socara swadaya dengan di hmjang partisipasi aktif dan di biayai 

oleh warga masyarakat yang menerima pembagian tanah tersebut. 

Da1am pe1aksanaan redistribusi tanah butuh biaya yang ti.dak 

sedikit. Seiring dengan semakin metnbaiknya keadaan sosial ekonomi 

masyarakat dan keterbatasan kemampuan anggaran tmtuk membiayai 

program landreform, maka pelaksanaan redistribusi tanah di upayakan 

secara swaday� yang mana da1am pelaksanaannya masyarakat 

penerima redistribusi dilibatkan secara aktif serta biaya sepenulmya 

ditanggnng rnereka. 

Dengan semua biaya yang berkaitan dengan administrasi 

redistribusi secara swadaya di tanggung oleh pesertanya maka 

selanjutnya akan berdampak membangkitkan gairah usaha bagi. para 

petani penggarap (penerin1a reclistribusi), dan produktifitasnyapun akan 

meningkat. 

Untuk meWujudkan apa yang rnenjacli tujuan reclistribusi dalarn 
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pelaksanaarm.ya biasanya menemui berl>agai masalah teknis maupun 

non teknis di lapangan. 

Berdasarl<an uraian-uraian diatas maka penyust.m tertarik untuk 

membuat tu1isan ilmiah dengan judul ""EV ALUASI PEIAKSANAAN 

REDISIWBUSI TANAH SECARA. SWADAYA DI DFSA CEPOKO 

DAN DFSA MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN 

NGAWf'. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarl<an uraian pada latar belakang dan judul penelitian,. 

maka di.rumuskan ma.salah sebagai berikut : 

L Pelaksanaan redisti.busi tanah secara swadaya di daerah penelitian . 

2 Kendala-kendala yang rrnmcul dalarn pelaksanaa:n redistribusi tanah 

secara swadaya . 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat terbatasnya kemampuan penyust.m baik � waktu 

dan lokasi yang akan diteliti, maka penyust.m perlu membatasi 

permasalahan yaitu : 

1. Penelitian dilaksan.akan di lokasi redistribusi tanah secara swadaya 
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2 Adapun redistribusi yang di maksud adalah redistribusi tanah secara 

swadaya yaang dilaksan.akan berdasarl<an Sura.t Keputusan Menteri 

Pertanian dan Agraria No. SK49 /KA/1964 dan Surat Keputusan 

Menteri Negara AgrariajKBPN No.9-Vill-1999. 

D. Batasan Peogertian 

Untuk menghindari penafsiran yang beraneka. mgam, penyusun 

memberikan batasan pengerti.an antara lain: 

1. Evaluasi adalah penilaian (I<at:rms Besar Bahasa Indonesi� 1990: 238) 

Dalam. hal ini adalah penilaian terhadap pelaksanaan redistribusi 

tanah secara swadaya di kaitkan dengan peraturan perun.dangan 

yaitu Peraturan KPBN No. 3/1991 jo P:MNA/KBPN No. 2/1995. 

2 Redistribusi tanah adalah pembagian � yang langsnng dikuasai 

oleh negara dan merupakan obyek Pengaturan Penguasaan Tanah 

(Landreform) kepada petani penggarap yang memenuhi syarat 

menurut ketentuan pasal 9 PP. No. 224 tahun 1%1. 

3. Secara swadaya,. yang dimaksud ad.alah di tunjang partisipasi akt:if 

dan di biayai oleh petani penerirna pernbagian tanah yang 

bersangkutan (Peraturan KBPN No. 3 tahun 1991:2� 



E. Tttjuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tttjuan Penelitian 

7 

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

L Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan redistribusi tanah sacara 

swadaya di Desa Cepoko dan Mendiro Kecamatan Ngrambe 

Kabupaten Ngawi dengan ketentuan dan Pemturan Penmdangan 

yang berlaku. 

2 Untuk mengetahui kendala-kendala yang Il1ll11CUl dalam pelaksanaan 

redistribusi tanah secara swadaya 

3. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

L Untuk mernperluas pengetahuan di bidang Pertanahan khususnya 

tentang redistribusi tanah. 

2 Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi. BPN dalam 

penentuan kebijaksanaan Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT) . 

3. Untuk bahan masukan bagi. Pemerintah khususnya aparat di jajaran 

BPN bagi peningkatan pelaksanaan redistribusi tanah obyek 



A. Kesimpulan 

BABVI 

KESIMPUIAN DAN SARAN 

Berdasarl.<.an data-data basil penelitian yang dilakukan penulis 

yang telah disajikan dan dibahas dalam Bah Til sebelt.nnny� maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Cepoko dan 

Desa Mendiro Kocamatan Ngmmbe I<abupaten Ngawi telah 

·dilaksanakan sesuai dengan peraturan penmdangan yang berlaku 

yaitu sesuai dengan PKBPN No. 3 tahun 1991 jo PMNA/KBPN No. 2 

tahtm 1995. 

2. Kendala yang numcu1 dala.m pelaksanaan redistribusi tanah secara. 

swadaya di � Cepoko dan Desa Mendiro Kocamatan Ngmmbe 

Kabupaten Ngawi yaitu: 

1. Adanya bentumn kepentingan antara pemerintah dan 

masyarakat; 

2. Adanya dua kelompok masyarakat yang mempunyai pendapat 

yang bertentangan yaitu kelompok 161 dan kelompok 902. 
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B. Saran 

L Penyuluhan lebih diintensifkan lagi agar cal on penerima redistribusi 

tanah mengetahui secara benartentang rnasalah pertanahan terutama 

mengenai kegiatan redistribusi tanah. 

2 Kegiabm redisbibusi. taruih perl.u ditindaklanjuti. dengan kegiat.an 

pembinaan petani redistribusi, yang berupa kegiatan pembinaan 

kepada penerima redistribusi tanah tentang bag� 

memanfaatkan tanah yan�· ne-eka pen:)ieh. agar petani peneri.J:ila 

redistribusi tanah dapat meningkatkan tara£ hidupnya. 
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